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35. Ketentuan Pasal 47b dihapus.

36. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 48 diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala
Bapenda melalui Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan
Daerah, atas:

a. SKPD/SKKP atau Dokumen lain yang dipersamakan;

b. SKPDKB;
c. SKPDKBT; dan/atau
d. SKPDLB.

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus disampaikan secara tertulis paling lambat 3 (tiga)
bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDLB
diterima oleh Wajib Pajak dengan alasan yang jelas, kecuali
dalam hal Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka
waktu itu tidak dipenuhi karena keadaan di luar
kekuasaannya.

(3) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua
belas) bulan sejak tanggal Surat Permohonan keberatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, harus sudah
memberikan keputusan.

(4) Dalam hal setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda tidak

memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap
dikabulkan.

(5) Keputusan atas keberatan Wajib Pajak ditetapkan dalam
bentuk  pemberian keringanan atau pembebasan
pembayaran PKB dan BBNKB.

(6) Setelah ditetapkan keputusan atas keberatan Wajib Pajak,
yang bersangkutan melakukan pembayaran sesuai dengan
SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

37. Ketentuan ayat (1) serta ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c
Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49
(1) Kepala Bapenda atas permohonan Wajib Pajak, dapat:

a. membetulkan SKPD atau dokumen lain yang
dipersamakan yang dalam penerbitannya terdapat
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan
dalam  penerapan peraturan  perundang-undangan
perpajakan Daerah;

b. membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang
tidak benar; dan

c. mengurangi atau menghapuskan pokok pajak dan/atau
sanksi administratif berupa denda dan kenaikan pajak
yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan
karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena
kesalahannya.
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(2) Tata  cara pelaksanaan pembetulan, pembatalan,
pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan
sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan dengan ketentuan:

a. permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan
ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi
administratif atas SKPD atau dokumen lain yang
dipersamakan, harus disampaikan secara tertulis oleh
Wajib Pajak kepada Bapenda melalui Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah, dalam jangka waktu paling lambat 1
(satu) bulan sejak diterimanya SKPD atau dokumen lain
yang dipersamakan, dengan disertai rekomendasi teknis
Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah setempat;

b. Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, sudah harus memberikan
keputusan;

c. apabila setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak
diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud
pada huruf b, Kepala Bapenda tidak memberikan
keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan,
pengurangan ketetapan dan penghapusan dan/atau
pengurangan sanksi administratif, dianggap dikabulkan;

d. dalam hal ketetapan pajak berubah akibat putusan dari
sengketa pajak, SKPD atau dokumen Ilain yang
dipersamakan diterbitkan kembali pembetulannya, dengan
menggunakan Berita Acara Pembatalan Ketetapan Pajak;
dan

e. dalam hal ketetapan pajak sebagaimana pada ayat (1)
dibatalkan, harus dibuatkan berita acara pembatalan
ketetapan pajak dan pembatalan Blanko SKPD.

38. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

39.

Pasal 50

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Gubernur ini
dilakukan oleh Bapenda berkoordinasi dengan Instansi terkait,
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 51 diubah, diantara ayat
(1) dan ayat (2) disisipkan ayat (la), serta setelah ayat (2)
ditambahkan ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 51

(1) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pemungutan
PKB dan BBNKB dilakukan oleh unit teknis pengelola
pendapatan, bidang yang berfungsi dalam pengawasan,
Inspektorat dan lembaga terkait yang ditunjuk.

(1a) Pengawasan pemungutan PKB dan BBNKB secara eksternal
dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia.



(2)

(3)

(4)

(5)
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Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(la), meliputi pengawasan preventif dan pengawasan
represif.

Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan antara lain, meliputi:

a. pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;
b. peningkatan profesionalisme aparatur; dan/atau
c. ketersediaan standar operasional prosedur pelayanan.

Pengawasan represif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan antara lain, meliputi:

a. tindakan penertiban terhadap wajib Pajak yang tidak
melaksanakan kewajiban perpajakan;

b. penyerahan penanganan pelanggaran pidana kepada
pihak yang berwenang; dan/atau

c. pengenaan sanksi administrasi atas hukuman disiplin
kepada aparatur sipil negara yang melanggar peraturan
perpajakan.

Tata cara pengawasan dalam pemungutan PKB dan BBNKB,
antara lain meliputi:

a. menyusun rencana pengawasarn,

b. mengumpulkan bahan yang  diperlukan dalam
pelaksanaan pengawasan;

c. meminta keterangan kepada orang yang berkaitan dengan
pelaksanaan pengawasan;

d. menguji tingkat akurasi penetapan PKB dan BBNKB dari
beberapa objek yang dijadikan sampel pengujian,;

e. apabila dalam pengawasan ditemukan indikasi adanya
unsur pelanggaran, Bapenda melakukan pembinaan
khusus;

f. hasil pengawasan dituangkan dalam Naskah Hasil
Pengendalian dan Pembinaan (NHPP);

g. objek pengawasan wajib memberikan komentar berupa
konfirmasi, klarifikasi atau tindak lanjut atas temuan
yang dimuat dalam NHPP;

h. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian
menandatangani Laporan Hasil Pengawasan untuk
diserahkan kepada Kepala Bapenda; dan/atau

i. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian melakukan
pemutakhiran atas hasil pengawasan.
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Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Januari 2020

GUBERNUR JAWA BARAT,
ttd

Aiidsagken @ Baaling MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

pada tanggal 30 Januari 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

DAUD ACHMAD

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN2820 NOMOR 02





